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PERNYATAAN PRESIDEN 

 "Setelah adanya persetujuan dari DPR, 

agar tender lelang secepatnya dimulai, 

terutama yang berkaitan dengan belanja 

modal, infrastruktur,  Sehingga pada 

bulan Januari 2016, kontrak sudah bisa 

diteken dan uang sudah bisa segera 

dicairkan”. (Kompas.com2//11/2015, 

cnnindonesia 3/11/2015). 

“Selanjutnya saya minta berbagai 

kegiatan yang direncanakan dapat segera 

dimulai, Januari dimulai, Januari dimulai, 

jangan sampai terlambat”. (Finance 

detik.com 14/12/2015) 

“Kebiasaan penyerapan anggaran di akhir tahun segera diakhiri, Januari harus mulai. Ini akan saya 

pantau terus, daerah mana yang menumpuk dananya di bank, K/L/P  yang mendapatkan alokasi dana 

besar dari APBN harus mempercepat penyerapan anggaran di awal 2016” (Antaranews.com, 

26/12/2015) 

 



CATATAN UNTUK MEMPERBAIKI 

REALISASI APBN 2016
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 Instruksi Presiden Kepada K/L yang memiliki belanja infrastruktur 
agar melakukan lelang lebih cepat (lelang pra-DIPA)

 Meningkatkan pemahaman PPK dan ULP dalam pemanfaatan LPSE 
dalam pelaksanaan PBJ khususnya belanja modal

 Membangun sistem peringatan dini di internal K/L/P dan 
berkoordinasi dengan APH lainnya.

 Meningkatkan kualitas perencanaan dalam pelaksanaan APBN/D 
dan optimalisasi peran APIP

 Peraturan yang membolehkan proses lelang sebelum terbitnya 
dokumen anggaran.

(Sumber: Tayangan TEPRA, 20 Desember 2015)



PERAN DAN FUNGSI APIP

APIP HARUS RESPONSIF
U/ REVIU PELAKSANAAN PBJ 

DANPENYERAPAN ANGGARAN
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PERAN APIPFUNGSI APIP



PERCEPATAN PENYERAPAN ANGGARAN: 
KERANGKA PIKIR

WHY : 

1) Rendahnya penyerapan anggaran tahun 2015 dan harapan 2016 
yang lebih baik;  2) Adanya bottlenecking penyerapan anggaran,  
serta 3) Peran APIP melakukan Reviu

WHAT :  Monev oleh TEPRA, PBJ Pra DIPA , dan Reviu oleh APIP

WHO : APIP K/L/P  dan TEPRA

WHEN: Januari 2016 penyerapan anggaran sdh harus jalan dan
jangan menumpuk di akhir tahun. 

HOW : Reviu oleh APIP sebagai “pemberi nilai tambah” dari
suatu proses manajemen, Perlunya Pedoman Reviu Penyerapan
Anggaran dan Pedoman Pelaksanaan PBJ
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KERANGKA KEBIJAKAN PUBLIK

• Fenomena penyerapan anggaran yang rendah telah 
menjadi permasalahan dalam pertumbuhan 
perekonomian nasional

Permasalahan

• Sudah menjadi bahan pembahasan  atau atensi dalam 
sidang kabinet dan sudah menjadi agenda utama 
pemerintah

Agenda 
Pemerintah

• Lelang Pra DIPA, pelaporan manajemen kepada
TEPRA (existing) dan reviu oleh APIP K/L/P 
(proposed)

Instrumen yang 
digunakan

• Beberapa K/L/P telah melakukan tender Pra DIPA dan 
proses manajemen melalui TEPRA sudah dilakukan.

Penerapan 
Kebijakan

• APIP melakukan reviu terhadap kebijakan percepatan
penyerapan anggaran (Lelang Pra DIPA dan Penyerapan
Anggaran)

Reviu Kebijakan

• Bagaimana  proses implementasi kebijakan yang 
sudah dilakukan oleh satu K/L/P dapat diadopsi atau 
dikembangkan oleh K/L/P lainnya

Proses 
Pembelajaran

19 Januari 2016 6



MENGAPA PERLU KEBIJAKAN PERCEPATAN 
PENYERAPAN ANGGARAN

HARAPAN THN 
2016

FAKTA TAHUN 
2015 (DATA TEPRA 

20/12/15

MENGURANGI 
EXPECTATION 

GAP

PERCEPATAN 
PENYERAPAN 
ANGGARAN

REVIU APIP

NO  JENIS BELANJA    PAGU     REALISASI     %

1 BARANG 238.82      188.43     78.90% 
2 MODAL 275.79      160.35     58.14%

Presiden Jokowi: Tak Ada Alasan 
Penyerapan Anggaran 2016 Terlambat

Presiden Jokowi Minta Kementerian 
Langsung Kebut Penyerapan Anggaran

Akhiri Pola Penyerapan Belanja Akhir 
Tahun

Presiden Jokowi Minta Penyerapan 
Anggaran Dipercepat pada Awal 2016

Komitmen Penganggaran untuk Rakyat di 
Tahun 2016Rendahnya 

Penyerapa
n PBJ 

BOTTLENECK

DEBOTTLENECKING

MENDORONG PERAN 
APIP  SBG EARLY 

WARNING SYSTEM
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PRESIDEN

LKPP

KMK/DJPB

K/L/P

sirup

SATGAS

BPKP

sispan

sai/span

KSP

TEPRA

Ka BPKP

APIP

sismontep

pmk 249

OUTPUT LAPORAN:  
PROSES MANAJEMEN 

OUTPUT LAPORAN NASIONAL:  
HASIL REVIU APIP
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REVIU PBJ PRA DIPA 

Pengisian entry sheet: Jumlah
yang sdh ditender dan
dikontrak per tgl reviu

Fokus pada MAK 52 dan 
53

Kompilasi entry sheet 
per 31/1/2016

REVIU PBJ DAN 
PENYERAPAN ANGGARAN

Laporan Reviu dan 
Pendekatan 
Web_based 

Semua MAK (51 s.d. 
58)

Periodik (bulanan)

2016年1月22日星期五 9

REVIU PBJ PRA DIPA VS REVIU 
PENYERAPAN ANGGARAN 



APA YANG DILAKUKAN DAN KAPAN DILAKUKAN: 
REVIU TENDER PRA DIPA/PRA DPA K/L/P

Reviu Tender PRA 
DIPA OLEH BPKP

31/12/
2015

31/3/2016
15 /1/
2016

10 K/L dan 
8 Pemda (*)

31 DESEMBER
2016

REVIU 
PENYERAPAN 

ANGGARAN TAHUN 
2016

Reviu Tender PRA DIPA / PRA DPA OLEH BPKP DAN APIP K/L/P REVIU PENYERAPAN 
ANGGARAN

BEBERAPA K/L /P TELAH 
MELAKUKAN PROSES 
LELANG

19 Januari 2016 10

19 /1/
2016

RAKOR APIP K/L/P

Selesai PengIsian 
Entry Sheet  oleh 
APIP K/L/P

31 /1/
2016

Minggu I
Feb 2016

Kompilasi Entry Sheet  

25/11/
2015

Pengesahan 
APBN

(*) masih dalam progress  



HASIL REVIU TENDER PRA DIPA/DPA OLEH 

APIP K/L/P

19 Januari 2016 11

Jumlah paket pengadaan yang dilakukan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender 

Pra DIPA/DPA) APBN/D TA 2016 per tanggal DIPA/DPA

Hambatan pelaksanaan pelelangan sebelum terbitnya dokumen anggaran (Tender Pra DIPA/DPA) 

Belanja Modal APBN/D TA 2016 (Tersedia Template)

Kontrak yang sudah ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Januari 2016 

Solusi terhadap hambatan disusun oleh  APIP K/L/P

No

Nama

Eselon I K/L 

atau SKPD 

Belanja Barang 

dan Belanja 

Modal dan Tahun 

2016

Jumlah Lelang Paket yang sudah diumumkan 

pemenangnya sampai dengan  tanggal 25 

Januari 2016 

Capaian (%) 

Prosentase Tender Pra 

DIPA/DPA yang sudah 

ditender (sudah 

diumumkan pemenang)

Prosentase Tender Pra 

DIPA/DPA yang sudah 

kontrak
Rencana Tender Sudah Diumumkan 

Pemenang

Sudah Kontrak

Jumlah 

Paket 

Anggaran 

(Rp)

Jumlah 

Paket 

Anggaran 

(Rp)

Jumlah 

Paket 

Anggaran 

(Rp)

Jumlah 

Paket

Anggaran 

(RP)

Jumlah 

Paket

Anggaran 

(RP)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) = (5)/(3) (10)=(6)/(4) (11)=(7)/(5) (12)=8/6

1 

2 

3 

4 

Jumlah

Dari data tabel di atas termasuk  pemenang lelang yang sudah diumumkan sampai dengan 31 Desember 

2015 sebanyak …… paket  dengan total nilai anggaran pengadaan sebesar Rp…….



No Uraian Penyebab

1 Revisi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH)

2 Persetujuan/Penetapan RAPBD/APBD terlambat

3 Harga Satuan di daerah belum ditetapkan

4 Keterlambatan mengumumkan RUP

5

Belum ditetapkannya Pengguna Anggaran dan Pengelola 

Kegiatan/pengelola pengadaan

6 Nilai HPS terlalu rendah/tidak kompetitif

7

Belum ditetapkannya Pokja di ULP yang akan melaksanakan 

pelelangan/pengadaan

8

Pokja ULP yang tidak sesuai dengan kebutuhan baik jumlah dan 

kompetensinya

9 Dokumen lelang/pengadaan belum siap

10

Pokja ULP sangat berhati-hati untuk memulai pelaksanaan pengadaan 

dan menetapkan pemenang penyedia barang/jasa

11

Untuk paket pengadaan di atas 100 milyar, Pengguna Anggaran lambat 

menetapkan pemenang

12 Penyusunan dokumen kontrak/SPPBJ terlambat

13

Bank garansi atas jaminan pelaksanaan terlambat disampaikan kepada 

PPK

14 Lainnya…………

PENYEBAB/HAMBATAN DAN SOLUSI

B. SOLUSI ATAS HAMBATAN/PENYEBAB

Solusi atas hambatan/penyebab ditentukan oleh APIP K/L/P. 

A. PENYEBAB/HAMBATAN
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